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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP 
dan mengidentifikasi implikasi dari permasalahan tersebut terhadap pendidikan kewarganegaraan. 
Metode penelitian melibatkan pengamatan langsung dan penyebaran angket kepada 32 siswa kelas 9 
SMP sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah masalah sikap konstitusional, 
termasuk ketidakdisiplinan saat belajar, kurangnya pengetahuan tentang konstitusi, ketidakpatuhan 
terhadap aturan, kecenderungan keributan, dan kurangnya sikap positif yang mencerminkan 
konstitusional di kalangan siswa SMP. Implikasi dari temuan ini sangat relevan dengan pendidikan 
kewarganegaraan di sekolah. Permasalahan sikap konstitusional yang diidentifikasi dalam penelitian 
ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kurikulum dan metode pengajaran kewarganegaraan. 
Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa siswa memahami nilai-nilai 
konstitusional, kewarganegaraan yang aktif, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Oleh 
karena itu, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk perluasan dan perbaikan pendidikan 
kewarganegaraan di tingkat SMP. 
Kata Kunci: Sikap Konstitusional, Siswa SMP, Pendidikan Kewarganegaraan, Analisis Implikasi 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan kewarganegaraan merupakan fondasi utama dalam pembentukan warga 

negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka serta memiliki pemahaman mendalam 
tentang nilai-nilai yang mendasari konstitusi suatu negara. Pendidikan ini bertujuan untuk 
melatih generasi muda agar dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang 
demokratis, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, 
pendidikan kewarganegaraan telah menjadi komponen integral dalam kurikulum pendidikan. 
Indonesia sebagai negara demokratis dengan beragam keragaman budaya dan etnis, 
menganggap pendidikan kewarganegaraan sebagai alat penting untuk memupuk semangat 
nasionalisme dan persatuan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang nilai-nilai 
konstitusional serta kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara menjadi esensial. Ini 
diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam mempertahankan persatuan dan menjaga 
integritas konstitusi di tengah perubahan zaman yang dinamis. 

Meskipun pendidikan kewarganegaraan telah diperkenalkan di sekolah-sekolah di 
Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tetap signifikan. Salah satu isu 
yang mendalam dan mengkhawatirkan adalah permasalahan sikap konstitusional di kalangan 
siswa SMP. Sikap konstitusional mencakup aspek-aspek seperti pemahaman konsep konstitusi, 
ketaatan terhadap hukum dan peraturan, serta kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Ketika 
siswa di tingkat SMP mengalami kendala dalam mengembangkan sikap konstitusional yang 
positif, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan kewarganegaraan mereka dan, 
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secara lebih luas, pada stabilitas masyarakat dan negara. Di Indonesia, pendidikan 
kewarganegaraan telah menjadi bagian integral dari kurikulum di berbagai tingkat pendidikan, 
termasuk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tujuan utamanya adalah untuk 
mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang aktif, partisipatif, dan bertanggung 
jawab dalam membangun masyarakat dan negara.Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, 
terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu yang muncul 
adalah permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP.  

Sikap konstitusional mencakup berbagai aspek, mulai dari tingkat disiplin saat belajar 
hingga pemahaman yang mendalam tentang konstitusi sebagai dasar negara. Dalam beberapa 
kasus, siswa mungkin kurang menghargai nilai-nilai konstitusional atau bahkan tidak memiliki 
pemahaman yang memadai mengenai konsep ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 
untuk mengidentifikasi permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP di Indonesia 
dan menganalisis implikasi dari permasalahan tersebut terhadap pendidikan kewarga-
negaraan di negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai pendidikan 
kewarganegaraan dan isu-isu terkait telah menjadi fokus yang semakin berkembang dalam 
dunia akademik dan pendidikan. Penelitian-penelitian terdahulu telah memperkenalkan 
berbagai aspek penting terkait sikap konstitusional siswa di berbagai tingkat pendidikan. 
Namun, ketika melihat kajian literatur terdahulu, terdapat beberapa kekosongan dalam 
pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan sikap konstitusional di tingkat SMP, 
terutama dalam konteks Indonesia. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek pendidikan 
kewarganegaraan, seperti metode pengajaran, kurikulum, dan efektivitas program-program 
kewarganegaraan. Namun, hanya sedikit penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian 
pada sikap konstitusional siswa SMP dan bagaimana permasalahan sikap ini dapat 
memengaruhi proses pendidikan kewarganegaraan. Terlebih lagi, penelitian terdahulu belum 
sepenuhnya menjelaskan implikasi permasalahan sikap konstitusional terhadap 
perkembangan individu dan partisipasi warga negara di masyarakat yang demokratis. Di 
tingkat internasional, beberapa penelitian telah memperlihatkan pola sikap dan perilaku warga 
negara muda yang memunculkan kekhawatiran akan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai 
konstitusional dan kewarganegaraan. Namun, situasi ini mungkin sangat bergantung pada 
konteks sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda-beda di seluruh dunia. Oleh karena itu, 
penelitian ini akan menjembatani kesenjangan dalam literatur ilmiah dengan mengeksplorasi 
lebih lanjut permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP di Indonesia, yang 
mungkin memiliki konteks dan dinamika unik. 

Penelitian ini juga akan memanfaatkan pemahaman dari penelitian-penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan sikap siswa. Hal ini akan membantu 
dalam merumuskan pendekatan penelitian yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa 
penelitian ini memberikan sumbangan yang berarti terhadap pemahaman kita tentang 
permasalahan sikap konstitusional siswa SMP serta implikasinya terhadap pendidikan 
kewarganegaraan. Kebaruan ilmiah penelitian ini menjadi sangat penting dalam konteks 
pemahaman masalah sikap konstitusional siswa SMP. Secara khusus, penelitian ini 
menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan membawa 
pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan sikap konstitusional di kalangan 
siswa SMP di Indonesia. Meskipun telah ada penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan, 
kajian yang berfokus secara eksklusif pada isu-isu sikap konstitusional di tingkat SMP masih 
jarang ditemui dalam literatur ilmiah. Penelitian ini akan memberikan penekanan khusus pada 
pengungkapan aspek-aspek konkret yang merinci masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam 
hal pemahaman konstitusi, ketaatan terhadap peraturan, dan sikap positif terhadap nilai-nilai 
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demokrasi. Dengan begitu, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dengan 
menyoroti masalah ini yang mungkin telah terabaikan sebelumnya. 

Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi implikasi dari permasalahan sikap 
konstitusional di kalangan siswa SMP terhadap pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah 
kontribusi yang sangat penting dalam mengisi celah pengetahuan karena literatur ilmiah 
sebelumnya cenderung belum memberikan pandangan komprehensif tentang dampak konkret 
dari permasalahan sikap konstitusional ini terhadap pendidikan kewarganegaraan. 
Pemahaman yang lebih baik tentang implikasi ini akan memberikan panduan berharga dalam 
merancang strategi perbaikan pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif. Keseluruhan, 
penelitian ini akan menghadirkan pengetahuan baru dan relevan yang akan membantu 
memahami masalah sikap konstitusional siswa SMP secara lebih baik dan mengidentifikasi 
upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pendidikan kewarganegaraan. Hal ini 
diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan sistem pendidikan 
yang lebih baik di Indonesia. 

Permasalahan utama yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana 
permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP di Indonesia memengaruhi 
pendidikan kewarganegaraan?" Pertanyaan ini menjadi fokus utama penelitian ini, seiring 
dengan upaya untuk menyelidiki fenomena yang berkaitan dengan sikap konstitusional siswa 
di tingkat SMP.Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan 
merumuskan beberapa hipotesis yang akan diuji. Hipotesis awal adalah bahwa adanya masalah 
sikap konstitusional di kalangan siswa SMP dapat berdampak negatif pada efektivitas 
pendidikan kewarganegaraan. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa ketika siswa 
memiliki sikap konstitusional yang kurang positif, mereka mungkin kurang terlibat dalam 
proses pembelajaran kewarganegaraan dan mungkin kurang cenderung menjadi warga negara 
yang aktif dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba mengidentifikasi 
faktor-faktor yang memengaruhi sikap konstitusional siswa di tingkat SMP. Hal ini dapat 
meliputi faktor-faktor internal seperti pemahaman konsep konstitusi, serta faktor-faktor 
eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Dengan mengidentifikasi faktor-
faktor ini, penelitian ini akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang akar permasalahan 
sikap konstitusional. 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang cermat, termasuk pengumpulan 
dan analisis data yang valid, untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan sikap 
konstitusional siswa SMP dan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya 
meningkatkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini 
bukan hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga implikasi praktis yang besar dalam 
konteks pendidikan dan perkembangan masyarak 
 
Kajian Teori 
Pendidikan Kewarganegaraan 

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menjelajahi peran penting pendidikan 
kewarganegaraan dalam pembentukan karakter dan sikap konstitusional siswa SMP. 
Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama yang melibatkan pemahaman warga 
negara terhadap hak dan kewajiban mereka, meningkatkan partisipasi aktif dalam proses 
demokratis, serta mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi negara. Pemahaman yang 
mendalam tentang pendidikan kewarganegaraan akan membantu dalam merumuskan 
pertanyaan penelitian yang lebih tepat dan relevan dengan konteks Indonesia. Ini juga akan 
memberikan pandangan yang kaya tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat 
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memengaruhi perkembangan sikap konstitusional siswa SMP di negara ini. Selain tujuan 
pendidikan kewarganegaraan, pemahaman tentang pendidikan ini mencakup analisis tentang 
metode pengajaran yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, penelitian 
dapat mengevaluasi metode-metode pengajaran yang lebih efektif dalam membantu siswa 
memahami konsep konstitusi, nilai-nilai demokrasi, dan peran mereka sebagai warga negara. 

Pemahaman yang kuat tentang pendidikan kewarganegaraan juga memungkinkan 
penelitian ini untuk mengidentifikasi relevansi kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah. 
Dengan mempertimbangkan sejauh mana kurikulum pendidikan kewarganegaraan sudah 
sesuai dengan kebutuhan siswa SMP, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang 
perbaikan yang perlu dilakukan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam 
rangka untuk lebih memahami peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap 
konstitusional siswa SMP, penting untuk merinci teori-teori yang mendasari pendidikan ini. Hal 
ini akan membantu dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan relevan dengan 
permasalahan sikap konstitusional yang mungkin ada. Dengan pemahaman yang mendalam 
tentang pendidikan kewarganegaraan, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih 
komprehensif tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran yang 
lebih positif dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP di Indonesia. 
 
Sikap Konstitusional 

Ketika mempertimbangkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap 
konstitusional siswa SMP, kita perlu menjelajahi konsep sikap konstitusional secara lebih 
mendalam. Sikap konstitusional mencakup pemahaman, keyakinan, dan perilaku individu 
terhadap konstitusi suatu negara. Dalam pemahaman yang lebih dalam tentang konsep sikap 
konstitusional, kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen kunci yang membentuk 
sikap ini. Ini meliputi pemahaman tentang pentingnya konstitusi sebagai landasan negara, 
ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang didasarkan pada konstitusi, serta sikap positif 
terhadap nilai-nilai demokrasi yang mencakup kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif 
dalam proses demokratis. 

Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep sikap konstitusional akan membantu 
penelitian ini dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan memetakan strategi 
analisis data yang sesuai. Hal ini juga akan memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi 
variabel-variabel yang perlu diukur dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian 
secara komprehensif. Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang konsep sikap 
konstitusional akan memberikan kerangka kerja yang solid untuk penelitian ini. Ini akan 
memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam permasalahan sikap konstitusional di 
kalangan siswa SMP dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran 
yang lebih positif dalam membentuk sikap tersebut di Indonesia. 
 
Faktor-Faktor Internal 

Faktor-faktor ini mencakup pemahaman individu tentang konsep konstitusi, persepsi 
mereka tentang hak dan kewajiban warga negara, serta kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. 
Dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor internal ini, kita dapat 
mengidentifikasi bagaimana pemahaman individu tentang konstitusi dapat membentuk sikap 
konstitusional mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang pentingnya konstitusi sebagai 
landasan negara, pengenalan hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konstitusi, serta 
pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam konstitusi. Pemahaman yang 
lebih dalam tentang faktor-faktor ini akan membantu penelitian dalam merancang strategi 
analisis yang relevan dengan permasalahan sikap konstitusional siswa SMP. 
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Selain pemahaman, faktor-faktor internal juga mencakup persepsi individu tentang hak 
dan kewajiban warga negara. Bagaimana individu melihat diri mereka sebagai bagian dari 
masyarakat, apa yang mereka pandang sebagai hak dan kewajiban mereka, serta sejauh mana 
mereka merasa terlibat dalam masyarakat dapat memengaruhi sikap konstitusional mereka. 
Faktor-faktor ini menciptakan dinamika penting dalam pemahaman mengenai peran individu 
dalam masyarakat dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi sikap mereka terhadap 
konstitusi. Kesadaran akan nilai-nilai demokrasi juga menjadi bagian penting dalam faktor-
faktor internal. Bagaimana individu menginternalisasi nilai-nilai seperti kebebasan 
berpendapat, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam proses demokratis dapat memengaruhi 
keterlibatan mereka dalam kehidupan politik dan sosial. Faktor-faktor ini membentuk inti dari 
sikap konstitusional individu dan peran mereka dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi. 

Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor internal ini akan membantu 
penelitian dalam merinci faktor-faktor yang mungkin memengaruhi sikap konstitusional siswa 
SMP. Hal ini juga akan membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih 
mendalam dan relevan dengan konteks Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam 
tentang faktor-faktor internal ini, penelitian ini akan dapat memberikan pandangan yang lebih 
komprehensif tentang bagaimana pemahaman individu, persepsi tentang hak dan kewajiban, 
serta kesadaran akan nilai-nilai demokrasi memainkan peran dalam pembentukan sikap 
konstitusional siswa SMP di negara ini. 
 

Faktor-Faktor Eksternal 
Faktor-faktor ini mencakup pengaruh dari lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan 

yang dapat membentuk sikap konstitusional individu. Pemahaman lebih dalam tentang faktor-
faktor eksternal ini akan membantu dalam memahami bagaimana konteks sosial dan budaya 
memainkan peran dalam membentuk sikap konstitusional siswa. Ini mencakup pengaruh dari 
keluarga, teman sebaya, dan komunitas sekitar. Bagaimana individu terpapar pada pandangan 
dan nilai-nilai orang-orang di sekitarnya dapat memengaruhi cara mereka memandang 
konstitusi dan kewarganegaraan. Faktor-faktor eksternal ini juga mencakup budaya, seperti 
tradisi, norma-norma, dan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk sikap individu terhadap 
peran mereka sebagai warga negara. Selain faktor sosial dan budaya, faktor pendidikan juga 
menjadi bagian penting dari faktor-faktor eksternal. Pendidikan formal di sekolah-sekolah, 
termasuk pendidikan kewarganegaraan, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk 
pemahaman individu tentang konstitusi dan hak serta kewajiban warga negara. Desain 
kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan sekolah memengaruhi cara siswa memandang 
konstitusi. 

Pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor eksternal ini akan membantu 
penelitian dalam merinci bagaimana berbagai aspek lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan 
dapat berinteraksi dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP. Hal ini akan membantu 
penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dalam 
analisis data. Dengan pemahaman yang kuat tentang faktor-faktor eksternal ini, penelitian ini 
dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana konteks sosial dan budaya 
Indonesia dapat memengaruhi sikap konstitusional siswa SMP, serta bagaimana pendidikan 
kewarganegaraan dapat berperan dalam membentuk sikap tersebut. 
 

Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan 
Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menjelajahi sejauh mana pendidikan 

kewarganegaraan efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan tersebut mencakup 
pengembangan pemahaman siswa tentang konstitusi, pembentukan sikap yang positif 
terhadap nilai-nilai demokrasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Efektivitas 
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pendidikan kewarganegaraan akan membantu dalam mengukur sejauh mana program-
program pendidikan ini berhasil memengaruhi sikap konstitusional siswa SMP. Dalam 
pengukuran ini, perlu dilakukan evaluasi dampak pendidikan kewarganegaraan terhadap 
pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pengukuran sikap siswa 
terhadap konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Hal ini akan memberikan wawasan yang penting 
tentang sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk sikap konstitusional 
yang positif pada siswa SMP. Selain pengukuran dampak, efektivitas pendidikan 
kewarganegaraan juga melibatkan evaluasi metode pengajaran yang digunakan dalam 
pendidikan ini. Dalam hal ini, penelitian dapat mengevaluasi metode pengajaran yang lebih 
efektif dalam mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk metode yang 
memfokuskan pada pemahaman konsep, simulasi proses demokratis, serta pembelajaran 
berbasis pengalaman. 

Pemahaman yang mendalam tentang efektivitas pendidikan kewarganegaraan akan 
membantu dalam merancang rekomendasi dan perbaikan. Dalam situasi di mana program-
program pendidikan ini belum mencapai tujuan-tujuan mereka, penelitian ini dapat 
memberikan panduan tentang bagaimana program-program ini dapat ditingkatkan untuk lebih 
efektif dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP. Dengan demikian, pemahaman yang 
lebih mendalam tentang efektivitas pendidikan kewarganegaraan akan memberikan landasan 
yang kokoh untuk mengevaluasi peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap 
konstitusional siswa SMP dan merancang strategi perbaikan yang lebih efektif sesuai dengan 
temuan penelitian. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 35 Medan, dengan tujuan menganalisis 
permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa kelas 9. Lokasi penelitian dipilih secara 
cermat karena SMP Negeri 35 Medan dianggap mewakili karakteristik umum dari sekolah 
menengah pertama di wilayah tersebut, dan dapat memberikan wawasan yang relevan terkait 
sikap konstitusional siswa di Indonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 32 
siswa kelas 9 SMP Negeri 35 Medan. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan 
pertimbangan hati-hati, mengakomodasi kecukupan data yang dibutuhkan untuk analisis yang 
diinginkan, sambil memperhatikan kendala sumber daya dan waktu yang terbatas dalam 
konteks penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan penggunaan 
angket sebagai instrumen utama. Desain angket dibuat dengan teliti, dengan 
mempertimbangkan tujuan penelitian serta konsep yang mendasari sikap konstitusional. 
Proses pengembangan angket mencakup langkah-langkah seperti perancangan pertanyaan 
yang relevan dengan variabel penelitian, uji coba angket untuk memastikan kejelasan 
pertanyaan, serta penyesuaian berdasarkan masukan yang diperoleh dari uji coba tersebut. 
Setelah angket dirancang dengan baik, langkah selanjutnya adalah penyebaran kepada siswa 
kelas 9 SMP Negeri 35 Medan. Proses penyebaran angket dilakukan dengan hati-hati untuk 
memastikan kualitas data yang diperoleh. Hasil data yang terkumpul dari angket akan diolah 
menggunakan metode analisis statistik. Proses analisis melibatkan teknik deskriptif untuk 
memberikan gambaran umum mengenai sikap konstitusional siswa, termasuk pemahaman 
mereka tentang konstitusi, persepsi terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta sikap 
terhadap nilai-nilai demokrasi. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif untuk 
memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi sikap konstitusional. Hasil data yang 
terkumpul dari angket akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum 
mengenai sikap konstitusional siswa, termasuk pemahaman mereka tentang konstitusi, 
persepsi terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta sikap terhadap nilai-nilai demokrasi. 
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Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami lebih dalam faktor-faktor 
yang memengaruhi sikap konstitusional. Tolok ukur kinerja dalam penelitian ini mencakup 
berbagai variabel yang relevan dengan sikap konstitusional siswa. Variabel-variabel ini diukur 
dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam angket. Metode 
pengukuran ini telah digunakan secara luas dalam penelitian sejenis dan dianggap relevan 
dalam mengukur variabel-variabel yang bersangkutan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini mengungkapkan pemahaman dan sikap konstitusional di kalangan 
siswa kelas 9 SMP Negeri 35 Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui angket sebagai 
instrumen utama, dan analisis data kualitatif menghasilkan temuan-temuan yang 
mencerminkan pemahaman dan sikap siswa terkait konstitusi dan kewarganegaraan. Pertama, 
terkait pemahaman tentang konstitusi, temuan menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki 
pemahaman yang terbatas tentang konstitusi. Mereka umumnya mengetahui bahwa konstitusi 
adalah hukum dasar negara, tetapi pemahaman mendalam tentang isi konstitusi dan nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya masih terbilang rendah. Bahkan pemahaman tentang prinsip-
prinsip demokrasi dan hak serta kewajiban warga negara juga tampak minim.Kedua, dalam hal 
persepsi tentang hak kewajiban dan warga negara, data menunjukkan variasi dalam 
pemahaman siswa.  

Sebagian besar siswa menyadari hak-hak dasar seperti hak memilih dan hak berpendapat, 
tetapi pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam 
konstitusi masih perlu ditingkatkan. Variasi dalam persepsi ini tampaknya dipengaruhi oleh 
pengaruh lingkungan sosial dan pendidikan yang alami.Ketiga, sikap siswa terhadap nilai-nilai 
demokrasi juga menunjukkan variasi. Sebagian besar siswa menunjukkan sikap positif 
terhadap nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif dalam 
proses demokrasi. Namun, ada juga siswa yang cenderung apatis terhadap proses politik dan 
kurang antusias terhadap nilai-nilai demokrasi. Pembahasan atas temuan-temuan ini 
menyoroti beberapa hal penting. Pertama, keterbatasan pemahaman siswa tentang konstitusi 
menunjukkan perlunya perbaikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Materi yang 
berkaitan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi perlu diajarkan secara lebih efektif 
agar siswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan negara. 

Kedua, variasi dalam persepsi tentang hak kewajiban dan warga negara mengindikasikan 
perlunya pendidikan yang lebih kuat tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekolah dapat 
memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban 
mereka dalam masyarakat. Ketiga, variasi dalam sikap terhadap nilai-nilai demokrasi 
mencerminkan kompleksitas pemahaman siswa tentang demokrasi. Ini menggarisbawahi 
pentingnya mendorong diskusi dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai demokrasi 
dalam pendidikan kewarganegaraan. Keempat, selama pengamatan di kelas, kami melihat 
adanya masalah disiplin belajar dan perilaku siswa. Terjadi keributan di kelas, suasana belajar 
tidak kondusif, dan kurangnya ketertiban terlihat dalam berpakaian siswa. Ini menandakan 
bahwa sikap konstitusional juga dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari siswa di sekolah. 
Permasalahan ini perlu menjadi perhatian bagi pendidik dan sekolah untuk memastikan bahwa 
pembentukan sikap konstitusional tidak terbatas pada pemahaman semata, tetapi juga 
tercermin dalam perilaku positif siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Kelima, hasil penelitian ini juga menyoroti peran penting pendidikan kewarganegaraan 
dalam membentuk pemahaman dan sikap konstitusional siswa. Kurikulum dan metode 
pengajaran perlu disusun ulang untuk memastikan bahwa materi yang berkaitan dengan 
konstitusi, hak, kewajiban warga negara, dan nilai-nilai demokrasi diajarkan secara efektif. 
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Dalam hal ini, peran guru dalam menginspirasi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai 
demokrasi juga sangat penting. Selain itu, selama pengamatan langsung di kelas, kami juga 
melihat adanya permasalahan disiplin belajar dan perilaku siswa. Munculnya keributan, 
ketidakkondusifan dalam sikap dan perilaku, serta kurangnya ketertiban dan kerapihan saat 
berpakaian menjadi perhatian penting. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda-tanda sikap 
konstitusional yang perlu diperbaiki. Implikasinya adalah perlunya pendekatan pendidikan 
yang lebih holistik untuk membentuk sikap konstitusional siswa, yang tidak hanya mencakup 
pemahaman konstitusi, tetapi juga norma-norma perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 
demokrasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kondisi sikap 
konstitusional siswa SMP dan penerapannya terhadap pendidikan kewarganegaraan di 
Indonesia. Dengan memahami temuan ini, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan 
pemahaman dan sikap konstitusional siswa, yang pada gilirannya dapat memperkuat kualitas 
kewarganegaraan di masa depan.Diperlukan upaya kolaboratif dari pihak sekolah, guru, orang 
tua, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung 
perkembangan warga negara yang sadar akan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap 
konstitusional siswa kelas 9 SMP Negeri 35 Medan masih memiliki ruang untuk peningkatan 
yang signifikan. Mayoritas siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konstitusi dan 
nilai-nilai demokrasi, yang menciptakan dasar permasalahan terkait sikap konstitusional 
siswa. Variasi dalam sikap siswa terhadap nilai-nilai demokrasi juga mencerminkan 
kompleksitas dalam pemahaman mereka tentang demokrasi. Beberapa siswa menunjukkan 
sikap positif terhadap nilai-nilai demokrasi, sementara yang lain cenderung apatis terhadap 
proses politik. Oleh karena itu, perbaikan dalam pendidikan kewarganegaraan perlu menjadi 
prioritas untuk membentuk sikap positif terhadap nilai-nilai demokrasi. Permasalahan disiplin 
belajar dan perilaku siswa di sekolah juga menjadi fokus penting. Sikap konstitusional siswa 
tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka di sekolah. Oleh karena itu, penting untuk 
menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan perilaku positif siswa 
sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. 

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan revisi 
dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Materi yang berkaitan dengan konstitusi, hak, 
kewajiban warga negara, dan nilai-nilai demokrasi harus diajarkan secara lebih efektif. Guru 
juga perlu dilengkapi dengan pendekatan pengajaran yang inovatif untuk menginspirasi siswa. 
Kedua, peran sekolah dalam membentuk perilaku siswa sangat penting. Sekolah perlu 
menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan perilaku positif siswa, 
yang mencerminkan sikap konstitusional yang baik. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan perlu 
menjadi bagian integral dari upaya penguatan demokrasi di Indonesia. Siswa perlu diajak untuk 
berpartisipasi aktif dalam proses demokratis dan memahami peran mereka sebagai warga 
negara. Terakhir, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami perubahan sikap 
konstitusional siswa seiring berjalannya waktu dan efektivitas langkah-langkah perbaikan 
yang diimplementasikan. Dengan upaya yang tepat, pemahaman dan sikap konstitusional siswa 
dapat ditingkatkan, dan Indonesia dapat memiliki generasi warga negara yang lebih sadar akan 
konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. 
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